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PERATUMN BUPATI KATINGAN

NOMOR I TAHUN 2OO8

TENTANG

PEDOMAN UMUTT PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

. KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2OO8

BUPATIKATINGAN

a. bahwa dalam r:arqka pelaksanaan penyusunan arggamn pendapatan dan

belanja daerah tahun anggaran 2ffi harus disrcun dengan

memperhatikan efisbnsi anggamn, efektif, tertib, frarsparan dan

bertarBg ungjawab sesuai ketenfu an perundargr..urdangan yang berlaku;

b. bahwa untuk maanrjudkan kesamaan dan keter@uan langkah bagi
' seluruh Satuan Kerja Per:angkat Daerah (SKPD) dilirqkurqan Pemerintah

lGbupatren Katingan perlu diatur Pedornan Umum Penyusunan Anggaran

Pendapahn dan Belanja Daerah Kahrpaten lGtingan Tahun Angganan

2008;

c. bahwa, untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b di atas
perlu mengatur tentang Pedornan Umum Penyr.rsunan Angganan

Pendapahn Dan Belanja Daerah Kabupaten tGtingan Tahun Anggaran
2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan-

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kollrsi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
tambahan Lembaran Negara Republik lndonersia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
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Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara- 
(LembJran Nelara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47

iambahan Lem-baran Negara Republik lndonesia Nomor a286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

trtegarJ (Lembaian Ngara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5'

Tambahan Lembaan Negara Republik lndonesia Nomora355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Repubtik lndonesia Nomor 4389);

(Lembaran Negara RePublik
Tambahan Lembaran Negara

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan oan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran

Negira Republik lndonesia Tahun 2094 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor #00);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem

Perencanaan Plmbangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4421);

B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20t;4 tentang Pemerintahan

Daerah I Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AO4

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 41;37) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor B Tairun 20b5 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 20M tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-

Undang ( Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2005 Nomor

108 , Tambahan Lemtaran Negara Repubtik lndonesia Nomor

44548):

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuanlan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20M tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 fahun 2OO4 Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewqn

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
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Tahun20o4Nomorg4,TambahanLembaranNegaraRepublik
lndonesia Nomor a5a0);

1 1. Peraturan Pemerintah Nom or 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

KeuanganBadanLayananUmum(LembaranNegaraRepublik
lndonelia Tahun ZOdS ruomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4544',

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor

136, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4574),

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4575):

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem

lnformasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik lndones.ia

Tahun 200s N;mor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4576):

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada

Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

a577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor a57B);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

PenyusunandanPenerapanStandarPelayananMinimal
( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lem5aran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kineria lnstansi Pemerintah ( lembaran Negara

Repubilk lndonesia finun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor a61$;

20. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:



MenetaPkan - -:

2l.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor30Tahunzw7tentang
PedomanPenyusunanAnggaranPendapatanDanBelanjaDaerah
Tahun Anggaran 2008;

22. Peraluran Menteri Keuangan Nomor 21IPMK'ost2OO7 tentang Keria

Lembur Dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22lPMK'05120o7 tentang

Pemberian Uang Makan Aagi Regawai Negeri Sipil;

24. surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 9OOt2677lBJ Tanggal 8

November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah;

25'PeraturanDaerahKabupatenKatinganNomor3Tahun2003
tentang x"*unungun Pem_erintah Kabupaten Katingan sebagai

Daerah otonom iiEmbaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003);

26.KeputusanBupatiKatingan..Nomor246Tahun2004tentang
Penetapan 

--b"i,rny' - Honorarium Atasan Langsung'

PenanggungjawabKegiatan,KoordinatorKegiatan'Pemimpin
Kegiatan, pungr*rt Tihnis.dan Pengawas. Harian serta Upah

pekerja urriri- i"pr. (pHL) dalarn Lingkungan Pemerintah

KabuPaten Katingan;

2T.KeputusanBupatiKatinganNomor5lTahun2o0Ttentang
Pemberian r",.nnan"n Pe-nghasilan Bagi Pegawai Negeri sipil Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

28.ProsedurTetapBupatiKatinganNom.or.2342oa7tentang
perjalanan Din; Bagi Pejabat Eselon ll,lll dan lV Di Lingkungan

Pemerintah KabuPaten Katingan'

. MEMUTUSKAN

t

PERATURANBUPATIKATINGANTENTANGPEDoMANUMUM
PENYUSUNAN NTICONNNN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUpATir,r xerrr.rcAN TAHUN ANGGARAN 2008.



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l.AnggaranPendapatanBetanja,,DaerahKabupatenKatinganyangselanjutnya
disinskat APB;" KaLuputen' K;il;;;' :S''el rencana keuangan tahunan

pemerintan fa-nupaten'-Katingat'l"n--{b3h3s 
dan disetujui bersama oleh

pemerintafr XaOupaten Katingan'O'l-O"pRD Kabupaten Katingan' dan ditetapkan

d"ng"n Peraturan Daerah'

2.PedomanPenyusunall|?qKabupatenKatinganadalahpokok.pokokkeb.rjakan
mencakup "inri*ni"rsi 

kebijakan'p"i""ii^tah pusat dengan pemerintah Kabupaten

Katingan, prinsip dan kebiia*". ';;;:rtrlrn'npgD r-auupaten Katingan' teknis

penyusunan n-dgp Kabupaten fiut'tigrn, teknis penyusunan perubahan APBD

Kabupaten 
.r,tins,n 

. 9,n 
.. 

n,r]n,r khusus tainnya yang harus

diperhatikanlOiplJo'i"ni ot"n pemerintah Kabupaten Katingan'

3.Sinkronisasikebijakan..ngmerint-ahpusatdenganpemerintahKabupatenKatingan
adalah keserasian kebijakan puril"rinl"tl pu*ri dengan kebijakan penyelenggaraan

Pemerintah KauPatdn Katingan'

4.Prinsipdankebijakanqlu.mAPBDKabupatenKatinganadalah.landasanfilosofis
untuk merumuskan kebijakan dan sasaran progiam"lregiatan dalam satu tahun

anggaran, unrli'Ip"Oo*rni ""fr*n 
Sriurn Kerja-Ferangiat Daerah (SKPD) dalam

penyusunan nt'1*na Kegiatan ;;A&ar11!RKA) dalam rangka penyusunan

Rencana APBD dan Rancangan Perubahan APBD'

5. Teknis penyusunan ApBD adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh

pemerintan faOupaten Katingan dalam penyusunan APBD'

6.TeknispenyusunanperubahanAPBDadalahlangkahJangkahyangharus
dipedoman, fi"n"f"*Jrint"n Gtrprten xatingan dalam penyusunan perubahan

APBD.

7.Hal-HalKhususLainnyaadalahhal-halyangmenyangkutmasalahkelembagaan'
pembagian urusan kewenang".,- p".i.gxJtan p"ngi*"san 

. 
dan akuntabilitas'

pemberdayaan pemerintah d#'o"I-*,ivarakat'deJa' pendidikan dan pelatihan

profesionalisme aparatur pemerintah Kabupaten Katingan' kepemimpinan nasional

dan wawasan kebangsaan nagi pengembangan penget6taan keuangan daerah'

Pasal 1

Pasal 2

(1) pedoman penyusunan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2008' meliputi :

a. sinkronisasi "kebijakan pemerintah pusat dengan keb'ljakan pemerintah

KabuPaten Katingan;

b. prinsip dan kebijakan penyus{Inan APBD dan perubahan APBD;

f. I iglF,dlli



c. teknis Penyusunan APBD;

d. teknis penyusunan perubahan APBD;

(2) Pedoman penyusunan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2008
'-'."brg"imana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati

ini.

Pasal 3

peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 2J..J.a.uuari 20CB

BUPATI KATINGAN

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 23 Januari 2008

PIt, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,<-
NAGAENTAR I.**i BE,SE;
PEMBINA UTAMA MUDA
NrP. 530 003 ',l51

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OO8 NOMOR . 1
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